
BAB I I  

GAMBARAN UMUM OBJEK PERMASALAHAN 

2 . 1 .  Hukum Acara Pengadi lan dan Pelaksanaannya 

Untuk mengenal hukum , kita harus dapat mengena l c i r i ­

ciri hukum yaitu ( 1 )  adanya perintah atau larangan dan (2) 

perintah atau larangan itu harus patuh ditaati semua orang 

(Kansil , 1984:39) . Set iap orang waj ib bert indak sedemikian 

rupa da lam masyarakat sehingga tata tertib dal am masyarakat 

itu tetap terpel ihara dengan sebaik-baiknya . Oleh karena itu , 

hukum me l iput i berbagai peraturan yang menentukan dan 

mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lain yakni 

peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang d isebut kaidah 

hukum. Dengan kata lain , hukum mempunyai tugas untuk menj amin 

adanya kepast ian hukum dalam masyarakat . Selain itu dapat 

pula disebutkan bahwa hukum menj aga dan mencegah agar set iap 

orang t idak menj adi hakim sendiri , t idak mengad i l i , dan 

menj atuhi hukuman terhadap set iap pe langgaran hukum kepada 
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dirinya . 

Siapapun yang sengaj a  melanggar kaidah hukum akan dike­

nakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran hukum ) yang berupa 

hukuman . Oleh karena itu , t iap perkara harus disel esaikan 

melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim dan 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku . 

Da lam bidang hukum , dikenal adanya hukum formal atau 

hukum acara yakni rangkaian kaidah hukum yang mengatur cara­

cara mengaj ukan suatu perkara ke muka sidang pengadilan serta 

cara-cara hakim memberikan putusan . Hukum acara yang mengatur 

dan me laksanakan soal-soal peradilan disebut Hukum Acara 

Pengadilan , yakni terdiri dari hukum pidana dan hukum 

perdata . Perkara perdata ialah suatu perkara mengena i 

perselisihan antara kepentingan perseorangan atau antara 

kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepent ingan 

perseorangan . Lapangan keperdataan itu memuat peraturan­

peraturan tentang keadaan hukum dan perhubungan hukum yang 

mengenai kepentingan-kepentingan perseorangan , misalnya soal 

perkawinan , j ua l  bel i , sewa menyewa , hutang piutang , hak 

m i l ik , warisan , dan lain- lain . Sedangkan perkara pidana 

adalah suatu perkara tentang pe langgaran atau kej ahatan 

terhadap suatu kepent ingan umum yang diancam dengan hukuman 

yang bersifat penderitaan . Lapangan kepidanaan me l iput i  hal 

pengusutan , penuntutan , penye l idikan , penahanan , 

pemasyarakatan , dan sebagainya . Setiap orang yang dituntut 
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karena dis angka melakukan s uatu t indak pidana berhak dianggap 

t idak ber s alah s ampai kes alahannya dapat dibukt ikan oleh 

hakim di depan s idang pengadilan yang diadakan menuru aturan­

aturan hukum yang ber laku. 

2 . 1 . 1 .  Pelaksanaan Acara Perdata 

Pelaks anaan hukum acara perdata secara gar is besar dapat 

digambarkan s ebagai berikut : pihak penggugat (yang dirugikan) 

mengaj ukan surat gugatan kepada Kantor Panitera Pengadi l an 

Negeri s etempat. Berdas arkan surat gugat an tersebut , j uru 

s ita rnenyarnpaikan sebuah surat pemberitahuan kepada pihak 

tergugat yang i s i  pokoknya rnenyatakan bahwa pihak tergugat 

harus datang menghadap ke kantor pengadi lan untuk diperiks a 

oleh hakirn dal arn suatu perkara keperdat aan sepert i yang 

disebutkan dalam s urat pember itahuan tersebut . 

Apab i l a  kedua p ihak telah hadir pada hari yang tel ah 

ditentukan , hakirn rnembuka s idang pengadi lan . Mula -mula , dalarn 

s idang pengadilan itu , ketua pengadi lan berus aha untuk 

mendarna ikan kedua pihak yang bersengketa. J ika tercapai 

perdamaian , maka dibuatlah akte perdamaian yang is inya harus 

dilaks anakan oleh kedua pihak tersebut . Namun , j ika pihak­

pihak yang berperkara tersebut t idak dapat didamaikan lagi , 

maka hakim membacakan s urat gugatan yang t e l ah dia j ukan oleh 

penggugat , kemudian hakim memerik s a  penggugat dan tergugat . 

Se lama pemeriks aan berlangsung , mas ing-mas ing p ihak 

diperkenankan mengaj ukan s aks i-saks i untuk rnenguatkan 
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kebenarannya . Sebe lum memberikan kesaks iannya , para saksi 

tersebut terleb ih dahulu harus mengangkat sumpah . 

Ketua pengadi lan sete lah selesai mendengarkan dan 

mempert imbangkan sega la sesuatu yang berkenaan dengan perkara 

itu , maka ketua pengadil an akan memutuskan siapa yang benar . 

Sehubungan dengan itu , dalam hukum acara perdata dikena l  l ima 

macam alat pembukt ian yang dapat diaj ukan dalam s idang 

pengadilan , yaitu : 

- Bukti tulisan, yakni akte -akte dan surat -surat la innya. 

Bukt i saksi, ialah.pernyataan seseorang mengenai suatu pe­

perist iwa atau keadaan. Orang yang men j adi saksi itu harus 

disumpah terlebih dahulu dan tidak ada hubungan keluarga 

dengan terdakwa , telah dewasa , t idak sakit ingatan , dan 

sebagainya. 

- Persangkaan yaitu kesimpulan yang dapat diamb i l  berdasarkan 

perist iwa-perist iwa yang te lah diketahui . 

P engakuan ialah pernyataan suatu p ihak mengenai perist iwa 

tertentu atau sesuatu hak . 

- Sumpah ialah pernyataan dengan segala ke luhuran untuk mem­

berikan j anj i atau keterangan dengan disaksikan Tuhan dan 

sanggup menerima segala hukumannya. 

2 . 1 . 2 .  P e laksanaan Acara P idana 

Proses pelaksanaan acara p idana terdiri dari t iga 

tingkatan , ya itu pemeriksaan pendahuluan , pemer iksaan dalam 

sidang pengadilan , dan pelaksanaan hukuman (Kans i l , 
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1984 :334 ) .  Pemeriks aan pendahuluan ada lah suatu t indakan 

pengusut an dan penyel idikan apakah sangkaanitu benar -benar 

beralasan atau mempunya i dasar-dasar yang dapat dibukt ikan 

kebenarannya atau t idak . Da lam t ingkat pemeriksaan ini 

d i s e l idiki ketentuan pidana apa yang dilanggar dan dius ahakan 

untuk menemukan s iapa yang me lakukannya dan s iapa s aks i­

s aks inya . S edangkan pemer iks aan da lam s idang pengadi lan 

bertujuan dan mene l i t i  apakah suatu t indak pidana itu benar 

atau t idak , apakah bukt i-bukti yang diajukan itu sah atau 

t idak , apakah pasal dan kitab Undang-undang Hukum P idana yang 

dilanggar itu s esuai perumusannya dengan tindakan pidana yang 

te lah terj adi . 

Pemer iks aan dalam s idang pengadilan dilakukan secara 

terbuka untuk umum, kecua l i  kalau peraturan menentukan lain , 

m i s alnya dalam hal pemeriksaan kejahatan kesus i laan dan l ain­

lain . Sete lah semua surat pemeriksaan pendahuluan seles ai , 

Kepala Kej aksaan Pengadi lan Neger i akan menyerahkan surat­

surat itu serta bukt i-bukt inya dalam perkara yang 

bersangkutan kepada Ketua Pengadi l an Negeri yang berkuasa 

dengan permintaan supaya perkara tersebut diserahkan kepada 

Pengadilan . Sete lah ketua atau hakim mempe lajari berkas 

pemer iksaan pendahuluan tersebut dan menganggapnya cukup , 

maka ia menentukan hari s idang dan memer intahkan kepada j aksa 

untuk memanggil terdakwa dan saks i - s aks i untuk menghadiri 

s idang . 

Keputusan hakim yang te lah mempunya i kekuatan hukum 
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yang mengikat harus di laksanakan segera o leh atau atas 

perintah j aks a :  

oleh j aks a jika keputusan itu mengena i  hukuman denda atau 

hukuman perampas an/penyitaan barang-barang tertentu m i l ik 

terhukum . 

atas perintah j aksa j ika mengenai hukuman l a innya . 

2 . 2 .  Tata Cara Persidangan 

Ket ika pengadi lan negeri t e l ah menerima surat pel impahan 

perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk 

wewenangnya , maka ketua pengadi lan menunj uk hakim yang akan 

menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu 

menetapkan hari s idang . Hakim dapat menetapkan hari s idang 

dan memer intahkan kepada penuntut umum supaya memanggi l  

terdakwa dan para s aks i untuk datang di s idang pengadi lan . 

Beberapa ketentuan tent ang pers idangan diatur da lam pas al 153 

KUHAP : 

1 . Pada hari yang telah ditentukan pengad i l an bers idang . 

2 a . Hakim ketua s idang memimpin pemeriks aan di s idang penga­

dilan yang d i l akukan s ecara l i s an da lam bahas a  Indonesia 

yang dimengert i oleh terdakwa dan s aks i .  J ika terdakwa 

atau s aks i t idak paham bahas a  Indones i a , hakim ketua 

s idang menun j uk seorang juru bahas a  yang bersumpah dan 

berjanji akan menterjemahkan dengan benar s emua yang 

harus diterjemahkan . 

b .  ia  waj ib men j aga supaya t idak dilakukan hal atau diaj ukan 
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pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa a tau saks i 

memberikan j awaban s ecara t idak bebas. 

3 . Untuk keperluan pemeriksaan , hakim ketua s idang membuka 

s idang dan menyatakan terbuka untuk umum kecual i  dalam 

perkara mengenai kesus i laan atau jika terdakwanya anak­

anak. 

4 . Hakim ketua s idang memerintahkan supaya terdakwa dipang­

gil dan j ika ia dalam tahanan , ia dihadapkan da lam 

keadaan bebas , t idak dibelenggu tanpa mengurangi 

pengawalan. 

Pada permulaan s idang , hakim ketua s idang menanyakan 

kepada terdakwa tentang nama lengkap , tempat lahir , umur , 

atau tanggal lahir , jen is kelamin , kebangs aan , tempat 

t inggal , pekerj aan. agamanya , serta mengingatkan terdakwa 

supaya memperhat ikan s egala s esuatu yang didengar dan 

dil ihatnya dalam s idang. Sesudah itu hakim ketua s idang m inta 

kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. 

Selanjutnya , hakim ketua s idang menanyakan kepada terdakwa 

apakah ia sudah benar-benar mengert i. Apabila terdakwa 

ternyata t idak mengert i ,  penuntut umum atas perm intaan hakim 

ketua s idang wa j ib memberi penjelasan yang diperlukan. Untuk 

menj amin terl indungnya hak terdakwa dal am member ikan 

pembelaannya , maka penuntut umum memberikan pen j elasan atas 

dakwaan , tetapi penje lasan ini hanya dapat dilaksanakan pada 

permu laan s idang. 
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J ika terdakwa atau penas ihat hukum mengaj ukan keberatan 

bahwa pengadi lan t idak berwenang mengad i l i  perkaranya atau 

dakwaan t idak dapat diterima at au surat dakwaan harus 

dibatalkan , maka sete lah diberi kes empatan kepada penuntut 

umum untuk menyatakan pendapatnya , hakim mempertimbangkan 

keberatan tersebut untuk mengamb i l  keputus an . J ika hakim 

menyatakan keberatan itu diter ima , maka perkara itu t idak 

diperiksa lebih lanj ut. Sebal iknya , j ika kebertan ters ebut 

t idak diterima , maka s idang dilanj utkan . Hak im dilarang 

menunj ukkan s ikap atau mengeluarkan pernyataan dalam s idang 

tentang keyakinan mengena i salah atau t idaknya terdakwa. 

Se lanj utnya , hak im ketua sidang mene liti apakah semua 

saksi yang dipanggil te lah hadir dan memberi perintah untuk 

mencegah j angan s ampai terj adi s a l ing mempengaruhi diantara 

para s aks i , seh ingga keterangan saks i t idak dapat diberikan 

secara bebas . Saks i dipanggi l  ke ruang s idang seorang demi 

seorang menurut urutan yang dipandang baik oleh hakim ketua 

s idang sete lah mendengar pendapat penuntut umum , t erdakwa 

atau penas ihat hukum . Yang pertama kali didengar kesaks iannya 

adalah korban yang menj adi saks i. Sebe lum memberi keterangan , 

s aks i waj ib mengucapkan sumpah atau j an j i menurut cara 

agamanya mas ing-mas ing , bahwa ia akan memberikan keterangan 

yang s ebenarnya. J ika keterangan sak s i  da lam s idang 

pengadi lan berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam 

berita acara, hakim ketua s idang mengingatkan sak s i  t entang 

hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada 
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dan dicatat da lam ber ita acara pemeriksaan sidang . Selain 

itu , jika saks i memberikan keterangan pa lsu , maka hakim ketua 

sidang , atas permintaan penuntut umum atau terdakwa , member i 

per intah supaya saks i tersebut ditahan dan selanjutnya 

d ituntut perkara dengan dakwaan sumpah pa lsu. 

Setiap kali seorang saks i selesai member ikan keterangan, 

hakim ketua s idang menanyakan kepada terdakwa bagaimana 

pendapatnya tentang keterangan tersebut . Penuntut umum atau 

penasihat hukum, dengan perantara hakim ketua sidang, diberi 

kesempat an untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan 

terdakwa. Namun , hakim ketua s idang juga dapat meno lak 

pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa 

kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan a lasannya . Dalam 

keadaan ini , biasanya hakim memper ingatkan baik kepada 

penuntut umum maupun penasihat hukum bahwa pertanyaan yang 

d iajukan t idak ada kaitannya dengan perkara. 

Setelah saks i memberikan keterangan , ia tetap had ir 

dalam sidang kecua li hak im ketua sidang memberi ijin untuk 

meningga lkannya . J ika acara persidangan telah selesa i , hakim 

ketua sidang menyatakan bahwa pemer iksaan sidang pengadilan 

d inyatakan ditutup , dengan ketentuan dapat membuka seka li 

lagi baik atas kewenangan hak im ketua s idang maupun atas 

permintaan penuntut umum , penas ihat hukum, atau terdakwa 

dengan member ikan alasannya. 
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2 . 3. Bahasa Hukum 

Dalam menegakkan hukum diperlukan kehadiran faktor­

faktor antara lain faktor hukum itu sendir i ,  faktor penegak 

hukum , masyarakat , dan f aktor sarana yang mendukung penegakan 

hukum tersebut. Faktor- f aktor ini , secara sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama , turut mempengaruhi bekerj anya hukum 

secara efekti f  atau bisa sebaliknya. Namun , untuk kebutuhan 

forum ini , satu aspek yang masuk dalam faktor sarana 

pendukung tegaknya hukum adalah aspek bahasa (Rahardjo , 

1 9 8 2 : 122 ) . Bahasa , khususnya makna uj aran menj adi kaj ian 

dalam penelit ian ini , setidak- tidaknya berdasarkan 

pertimbangan bahwa lemahnya proses penegakan hukum dalam 

sidang pengadilan bermula dari lemahnya pemahaman dan 

interpretas i  t erhadap ungkapan-ungkapan hukum yang terdapat 

dalam set iap uj aran . 

Bahasa hukum merupakan bagian yang t ak t erpisahkan dari 

bahasa Indonesia umumnya. Ka idah-kaidah yang berlaku dal am 

bahasa Indonesia j uga berl aku pada bahasa hukumnya. Akan 

tetap i , tetap ada c iri pembeda yang cukup t egas antara bahasa 

hukum dan bahasa Indonesi a  umumnya , antara l a in aspek makna , 

konsep , dan peristi l ahan (Thamrin , 1990 : 3 ) . Di dalam bahasa 

I ndonesia pada umumnya , satu kata dapat mempunyai l ebih dari 

satu makna. S eba l iknya , di dalam bahasa hukum , hal semacam 

itu harus dihindarkan. Prinsip mono-semant ik dalam kata 

maupun isti lah yang digunakan perlu diperhatikan untuk 
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maupun ist i l ah yang digunakan perlu diperhat ikan untuk 

menj amin agar t idak terj adi kerancuan makna yang dimaksud . 

Ke j e lasan dalam gagasan dan ungkapan dalam bahasa 

menuntut kete l i t i an ,  kecermatan , dan keseksamaan 

hukum 

dalam 

penalaran , pem i l ihan kata dan ka limat , serta 

penginterpretasiannya . 

Uns ur mana suka da lam bahasa hukum memang ada , akan 

tetapi kemanasukaan itu haruslah tetap memperhat ikan pola dan 

sistem tertentu atas dasar kesepakatan para i lmuwan di 

bidangnya . Makna yang perlu mendapat perhatian t idak sa j a  

makna kata-kata maupun ist i lah teknis hukum saj a ,  melainkan 

j uga makna dari keseluruhan kal imat yang disampaikan . Makna 

s eperti ini erat kaitannya dengan tuj uan penyampaian u j aran . 

2 . 4 .  B ahasa Hukum Dalam S i dang Pengadilan 

Penginterpretasian/penafs iran di bidang hukum , terutama 

dalam sidang pengadi lan t idak saj a dilakukan oleh para 

penegak hukum , tetapi siapa s a j a yang berhubungan langsung 

dengan kasus yang d i s idangkan wa j ib me lakukan 

penginterpretasian secara benar terhadap u j aran -uj aran yang 

muncul. Bahasa hukum memang harus mengandung kepast ian hukum . 

Namun, dalam sidang pengadi lan , terutama penegak hukum harus 

menyampaikan u j aran - u j arannya secara luwes , t idak terlalu 

terikat oleh perist ilahan teknis hukum . Ungkapan-ungkapan 

hukum 

kata 

harus dapat dis ampa ikan dengan kal imat dan 

yang akan dapat diterima oleh ma syarakat pada 

pemil ihan 

umumnya . 
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Hal in i pent ing mengingat saksi -saksi dan terdakwa yang 

dihadirkan dalam persidangan be lum tentu orang- orang yang 

ahl i  atau mengenal ungkapan-ungkapan hukum tersebut. 

Hambatan yang dia lami oleh saksi atau terdakwa dalam 

menginterpretasikan uj aran-uj aran sidang tentu sa j a  

dari uj aran yang disampa ikan o leh penegak hukum . 

hukum cenderung mengungkapkan f akt a/bukt i-bukt i 

berasal 

Penegak 

sebelum 

menuju ke pertanyaannya. Pengungkapan fakta yang panj ang 

lebar tersebut seringkali berbau hukum , terikat oleh ka l imat­

kal imat hukum dalam Undang-undang , seh ingga su l it dipahami . 

Keadaan tersebut membuat saks i maupun terdakwa merasa 

kesul itan pula dalam memahami makna atau maksud yang ingin 

disampai kan dalam kalimat -kal imat uj aran penegak hukum itu . 

Akibatnya , j awaban saksi dan terdakwa kemungkinan besar bukan 

j awaban yang diharapkan dari pertanyaan yang di lont arkan. 

Sedangkan hambatan yang dialami o leh penegak hukum dalam 

menginterpretasikan uj aran saksi atau terdakwa sebenarnya 

berawal dar i uj aran penegak hukum itu sendiri . Selain karena 

kasus yang te lah dikemukakan di atas , ada kemungkinan a l asan 

lain yang menj adi sebab kesalahpahaman , m isa lnya karena saksi 

atau terdakwa dengan sengaj a  ingin mengal ihkan pertanyaan 

yang di lontarkan kepadanya atau karena saksi dan terdakwa 

t idak memahami topik/kasus yang disidangkan. 

Dalam mengamb i l  keputusan , menga j ukan tuntutan terhadap 

pelanggaran hukum , maupun mengaj ukan pembelaan pun, penegak 
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hukum sendiri harus berhati -hat i dalam menginterpretasikan 

Undang-undang. Undang-undang memang kaku , t etapi kekakuannya 

t ersebut dapat dijelaskan dalam sebuah tuturan. Dengan kata 

lain, dalam menginterpretasikan, penegak hukum wajib 

mempertimbangkan keadaan sidang dan keadaan masyarakat 

sebagai pemakai Undang-undang . J ika penginterpretasian 

penegak hukum t idak tepat , penginterpretasian saksi -saksi dan 

terdakwa pun , sebagai orang yang awam di b idang hukum , 

kemungkinan lebih t idak tepat. 
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